
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota Makassar. 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tambahan Modal 
Pemerintah Kota Makassar pada Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang,. 
maka dipandang perlu membentuk Petunjuk teknis pelaksanaan 
Peraturan Oaerah tersebut; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA IYIAKASSAR, 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
Nomor: 48 Tahun 2012 

TENT ANG 

PELAKSANAAN TAMBAHAN MODAL PEMERJNTAH KOTA MAKASSAR 
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNGPANDANG 

WALIKOTA MAKASSAR 
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16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Tambahan Modal Pemerintah Kota Makassar pada 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah 
Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2012 Nomor 6). 

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Ujung Pandang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Sank 
Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang 
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang 
Nomor 3 Tahun 1996); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten 
kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 193); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Namer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. 

9. 
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BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 48 

H.AGARJAYA 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

t}y)~I 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 26 Oesember 2012 

H. ILHAIOI ARIEF SIRAJUDDIN 

DitetaP,kan di Makassar 
pada t n gal 26 Oesember 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

PASAL4 

Pelaksanaan pemberian tambahan modal sebagaimana dimaksud Pasal 1 akan 
dituangkan dalam Serita Acara Penyerahan. 

PASAL3 

Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk 
melaksanakan tambahan modal sebagaimana dimaksud Pasal 1. 

PASAL2 

(2) Pelaksanaan pemberian tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipindah bukukkan melalui Bank Sulselbar Cabang Utama Sul-Sel dengan 
Rekening Nomor 130-004-000000024-1 atas nama Bank Pasar KMUP (Bank 
Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang). 

(1} Memberikan Tsmbahan Modal Pemerintah Kota Makassar pada Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang 
yang ditetapkan sejumlah Rp. 2. 500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) 
yang dibebankan pada pengeluaran pembiayaan daerah penyertaan modal 
(investasi) Pemerintah Daerah dengan kode rekening 0.03.00.00.4.6.2.2.02.02.; 

PASAL 1 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN 
TAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADA PERUSAHAAN 
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DAERAH 
TINGKAT II UJUNGPANDANG • 

MEMUTUSKAN 


